
 

1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana 

telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 

1945), yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal tersebut 

berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan 

hukum yang berlaku, artinya hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi atau 

supremasi hukum.. 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki cita-cita yang sangat kuat 

yaitu untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat guna mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal tersebut tidak akan tercapai jika 

dalam suatu proses penegakan hukum tidak memenuhi unsur struktur, substansi 

dan kultur hukum yang baik. 

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. 

Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan 

masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Akar terjauh dari awal 

pemikiran dan perkembangan Negara hukum dapat dilihat pada masa Yunani 

Kuno dan Romawi dengan konsep kedaulatan rakyat.
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Sistem hukum di Indonesia sangat erat hubungannya dengan ide, cita-

cita dan tujuan Bangsa Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945, pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Hukum mencerminkan kecerdasan, sosial, ekonomi, dan iklim politik di 

tengah masyarakat. Sesuai apa yang pernah diutarakan oleh Carl Von Savigny, 

hukum tumbuh bersama dengan kekuatan masyarakat, dan akhirnya dimatikan 

oleh masyarakatnya pula.
2
 Hal tersebut memberikan suatu pemaknaan bahwa 

hukum tumbuh dan berkembang sesuai dengan cara masyarakat 

memperlakukan hukum itu sendiri. 

Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satupun yang berada 

di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa di suatu negara hukum tersebut. 

Selain itu, dalam hierarki negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan. Negara dan 

termasuk lembaga negara yang ada di dalamnya, harus berpedoman dengan 

hukum yang ada dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
3
 Pemaknaan tersebut 

memberikan arti bahwa suatu kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan 

berdasarkan kepada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan 

untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. 
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Negara yang berdasarkan atas hukum memberikan pengertian bahwa 

negara tersebut harus memiliki suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 

sebagai supremasi hukum untuk landasan penyelenggaraan pemerintahan yang 

berdaulat. Konstitusi tersebut dimaksudkan sebagai sarana pemersatu bangsa, 

dimana di dalamnya termuat pula aturan mengenai hubungan antar warga 

negara dengan negara serta hubungan warga negara dengan warga negara.
4
 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang paling penting dari 

terciptanya negara hukum adalah dengan memberikan suatu kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum bagi masyarakat dengan 

mengedepankan prinsip equality before the law yang artinya setiap orang 

memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. 

Upaya perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sendiri, salah 

satunya adalah dengan mempermudah suatu akses pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, dapat diwujudkan 

dengan perekonomian yang baik, regulasi yang baik dan sumber daya yang 

mendukung.
5
 Jadi apabila hanya terfokus pada perekonomian yang baik saja, 

tidak bisa dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat telah 

terpenuhi. 

Era globalisasi saat ini, telah mendorong tingkat teknologi yang 

kompetitif. Hadirnya teknologi memiliki tujuan untuk memudahkan 

masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan efektif dan efisien. Salah satu 
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bukti bahwa teknologi sangat berpengaruh di masyarakat saat ini adalah 

semakin banyaknya barang elektronik yang ada di tengah masyarakat. 

Terkait adanya perkembangan pesat teknologi elektronik saat ini 

seolah-olah telah menggeser kebutuhan manusia akan barang elektronik 

menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Bahkan, anak usia dini pun 

telah mampu menggunakan barang elektronik seperti handphone dengan baik. 

Peningkatan akan perekonomian di masyarakat salah satunya adalah 

dilakukannya jual beli. Jual beli di tengah masyarakat merupakan salah satu 

alternatif untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk jual beli 

elektronik. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut 

KUHPdt) memberikan definisi jual beli yang termuat dalam Pasal 1457, yaitu : 

“suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang 

telah dijanjikan” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa jual beli 

merupakan suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan keterikatan antara pihak 

penjual dan pembeli. Pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya, 

sedangkan pihak pembeli wajib untuk membayar atas barang yang dibelinya. 

Prinsip jual beli yang baik dapat dilihat dari proses pelaksanaan jual 

belinya, prinsip-prinsip tersebut adalah :
6
 

1) Adanya tanggungjawab dari masing-masing pihak, baik penjual atau 

pembeli; 

2) Adanya rasa saling percaya terhadap masing-masing pihak; 
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3) Barang yang diperjualbelikan tidak merupakan barang yang dilarang 

oleh hukum; 

Barang elektronik, merupakan suatu alat yang dapat memudahkan akses 

manusia secara luas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa barang elektronik 

tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Hal tersebut juga dipengaruhi 

oleh alasan subjektif dari masing-masing individu terhadap kualitas dari barang 

elektronik itu sendiri. 

Jual beli barang elektronik yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, 

khususnya di Kabupaten Kudus, terdapat beberapa masalah yang sering kali 

dijumpai, salah satunya adalah terdapat klausula baku di toko elektronik tempat 

pelaku usaha menjual barang elektroniknya. Ketentuan klausula baku tersebut 

antara lain adalah “barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan” atau 

“penjual tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan barang apabila barang 

sudah keluar dari toko”. 

Berdasarkan klausula tersebut, maka apabila ditelaah lebih dalam lagi 

tentu saja tidak terdapat suatu prinsip jual beli yang baik, dimana 

tanggungjawab pelaku usaha selaku penjual seolah-olah dikesampingkan 

karena adanya klausula baku tersebut. Bahkan, meskipun barang elektronik 

yang diperjualbelikan tersebut terdapat garansi, hal tersebut hanya terdapat 

pada softwarenya saja atau perangkat lunaknya.
7
 

Klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 

                                                           
7
 Andre Hendrawan, Hasil Wawancara, Kepala Toko Elektronik “Sinar Mas Seluler” Kudus, pada 

tanggal 3 Maret 2020.  



 

6 
 

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian mengikat dan wajib 

dipenuhi  oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen selanjutnya ditulis UUPK. 

Berdasarkan adanya klasula baku tersebut, maka salah satu pihak hanya 

memiliki hak untuk menerima atau menolak saja, dan tidak memiliki hak untuk 

melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian tersebut. Esensi yang menjadi 

suatu polemik dari perjanjian baku tersebut adalah karena adanya kalusula 

baku di dalamnya. 

Menurut Sri Redjeki Hartono, klausula atau klausul mengandung arti 

ketentuan khusus dalam suatu perjanjian, dapat bersifat memperluas ataupun 

membatasi. Jadi yang dimaksud dengan klausula baku adalah suatu ketentuan 

khusus dalam suatu perjanjian, yang mana ketentuan tersebut dibuat oleh salah 

pihak saja. Berkaitan dengan proses jual beli, pihak penjual biasanya yang 

menentukan klausula baku tersebut, sehingga pihak konsumen hanya memiliki 

hak untuk menerima atau menolak saja. Ketika konsumen menerima, maka 

konsumen berhak untuk membelinya. Begitu pula dengan sebaliknya, jika 

konsumen menolak, maka konsumen berhak untuk tidak melaksanakan 

pembeliannya. Hal tersebut tentu saja menjadi suatu polemik dimana 

konsumen yang terdesak oleh kebutuhan harus terpaksa membeli kebutuhan 

tersebut meskipun terdapat klausula yang dimungkinkan dapat merugikannya.
8
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Barang elektronik salah satu barang yang kualitasnya sangat 

mempengaruhi penggunaannya. Penjual, dalam melaksanakan proses penjualan 

banyak yang hanya berfokus pada target penjualan.
9
 Padahal, fokus utama  dari 

penjual terhadap jual beli adalah adanya kepuasan konsumen atau pembeli. Hal 

tersebutlah yang merupakan wujud dari salah satu prinsip jual beli, yaitu saling 

percaya dari masing-masing pihak.
10

 

Jual beli barang elektronik yang ada di Kabupaten Kudus mempunyai 

ragam perjanjian baku, diantaranya barang yang sudah dibeli tidak dapat 

dikembalikan. Hal tersebut dianggap merugikan konsumen karena apabila 

barang yang dibeli tidak cocok, otomatis barang tersebut menjadi sia-sia, 

namun di beberapa toko elektronik memberlakukan jangka waktu penukaran 

dengan maksimal satu hingga tujuh hari sehingga konsumen dapat menukarkan 

barang tersebut apabila tidak sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan uraian 

latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan 

hukum terkait penerapan klausula baku dalam jual beli elektronik dan 

mengambil judul skripsi tentang “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen 

Akibat Adanya Klausula Baku Dalam Jual Beli Barang Elektronik di 

Kabupaten Kudus”. 

B. Rumusan Permasalahan : 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen akibat adanya klausula 

baku dalam perjanjian jual beli elektronik di Kabupaten Kudus? 
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2. Bagaimana hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap konsumen terkait klausula baku pada perjanjian jual beli 

elektronik di Kabupaten Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen akibat adanya 

klausula baku dalam perjanjian jual beli elektronik di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap konsumen terkait klausula baku pada 

perjanjian jual beli elektronik di Kabupaten Kudus. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun 

kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan bagi kehidupan masyarakat. 

Manfaat ataupun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teroritis terhadap peningkatkan pemahaman masyarakat pada 

keilmuan hukum perdata, khususnya pada perlindungan konsumen 

dalam jual beli barang elektronik, sehingga prinsip jual beli yang 
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aman dan terpercaya dapat terwujud adanya kesadaran hukum dari 

penjual dan pembeli. 

2. Manfaat Pr aktis 

Hasil dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat praktis, yaitu kepada : 

a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai 

perlindungan konsumen akibat adanya klausula baku dalam 

jual beli barang elektronik. 

b. Pemerintah, sebagai bahan masukan kepada Pemerintah terkait 

khususnya dalam menegakkan peraturan terhadap penjual agar 

memperhatikan ketentuan-ketentuan klausula baku yang 

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. 

c. Akademisi Hukum, sebagai bahan pemikiran dan menambah 

sumber kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi 

hukum perdata. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut 

dibawah ini agar lebih mudah mmemahaminya. 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini akan menguraikan tentang latar 

belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian. 

Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memuat tinjauan pustaka 

yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan 

terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen, Tinjauan Jual Beli dan Prinsipnya, Tinjauan 

Klausula Baku, Tinjauan Barang Elektronik.   

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi mengenai metode yang 

digunakan untuk penelitian yang akan digunakan yang terdiri metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang kajian 

perlindungan konsumen akibat adanya klausula baku dan hambatan-

hambatanya dalam jual beli barang elektronik, selanjutnya pelaksanaannya 

akan dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian lapangan selanjutnya akan 

diolah, dianalisis, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau 

kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas 

bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan 

pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu. 

 BAB V. Bab ini adalah bab penutup yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji 

pada bab sebelumnya. 
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